
c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf 
b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

b. bahwa berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 
4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan; 

Menimbang: a. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU 
XI/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan ketentuan 
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang yang mengatur Pencatatan kelahiran yang 
melampaui batas waktu 1 (satu) Tahun dilaksanakan 
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat 
hukumnya; 

,.. 

BUPATI REMBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

TENT ANG 

NOMOR .2..0 TAHUN 2013 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

BUPATI REMBANG 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ten tang 
Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negaran Republik 
Indonesia Nomor 4736); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tantang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4674); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3474); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

.... 

Mengingat 



16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelemnggaraan 
Ar1niinic,troc,i UPnPnr111r111lron fRPrito noProh Uoh11notPn ·-------------· ---r----------- ,------ ------ -----r---·- 
Rembang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2011 
LeuLaug Perubalran aLa:s Perai.urau Bupati Remua.c1g Noruor 
1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Penyelemnggaraan Administrasi Kependudukan (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3); 

PProh1ron noProh k"oh,,notPn RP-rnhon<T Nl"\rnf"lr 10 'T'oh11n ---- -r----- - ·-------·o - · ------ -- · ------ 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 
12, Tarnual1a.c1 Lernbaran Daerah Nornor 90):seuagairna.cia 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 
Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2012 Nomor 1); 

15 

Daeral1 T,.. '1 ' n...auupaLcu 1 .Kt111Uc:t.llg T 1 
LCUl uararr 4, Ta.cuual1au 

Nomor 83); 

PProtnron noProh k"oh11notPn RPrnhonrr Nf"lrnl"\r ,1 'T'oh,,n - -- ---· -- - --· -- ---- -r----- - ·------·o · · -··--- · · -- -·· 
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 

14 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentana 
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

13. 

12. Peraturan Presiden Nomor Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
PP.no-P.lnl:.:i:.:in Arlmini~t~~i Kf'nf'nrhl<ink:.:in (T .P.mh::ir:::in NPi:mr:.:i 

'-" .&. \ LI 

11 PP.r::it11r:.:in PP.mf'rint::ih Nnmnr 1 q Ta hr m ?.OOR tf'nt::ino- ..... 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Tnr1f"lnpc,io l\Tf"lrnf"lr 4R0F-\· ----------- ··------ ·---,, 

Tol;.1.2.!'! 2007 N0!!l0!" 82 'T'ornhohon 

Republik Indonesia nomor 4737); 



( 1) Legalisasi Akta Kelahiran Pencatatan Sipil, KK dan KTP 
dilaksanakan oleh Kepala Dinduk Capil. 

(2) Kepala Dinduk Capil dapat mendelegasikan 
pelaksanaan legalisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 81 

2. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(2) Tata Cara pencatatan pelaporan kelahiran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku 
ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49,Pasal 50,Pasal 51 dan Pasal 
52. 

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas 
waktu 1 (satu) Tahun sejak tanggal kelahiran 
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai 
persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 setelah mendapatkan 
persetujuan Kepala Dinduk Capil. 

Pasal 56 

1. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 
l),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Rem bang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan ( Berita Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2011 Nomor 3), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2008 
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



tAOAI', I 0,111"~ I 
.iTANSI / (ANTOR S)µ_ 

'EJABAT I '""A' 

--;-;'.~~: ~ : . · /-----.i::---1 
IA. IIAG. 11\l~vM 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR .2.0 

HAMZAH FATONI 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal i O j WAtC ;)t) I~ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

H. MOCH. SALIM 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 10 1~ ~3, 

BUPATI REMBANG , 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 


